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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 
Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Perekonomian Indonesia disusun sebagai sebuah usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kegiatan ekonomi hanya dapat berjalan dengan baik jika melibatkan peran dari seluruh usaha, baik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maupun dunia usaha secara umum. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.[footnoteRef:2] [2: Christian Evani Singal, Aspek Hukum Hukum Pemberian Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan/Agunan yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, Jurnal Innovative, Vol. 4, No. 4, (2024), hlm. 2885.] 

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UU UMKM), UMKM adalah salah satu pilar ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. Meskipun UMKM telah menunjukkan peranannya yang sangat penting dalam perekonomian nasional, namun UMKM masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal (seperti: kemampuan produksi, ketersediaan sumber daya, pendanaan) maupun secara eksternal (seperti: peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah dan iklim usaha).
Aspek pendanaan atau permodalan menjadi salah satu hambatan yang sering dialami oleh para pelaku UMKM. Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagian besar tergolong ke dalam jenis usaha padat karya. Dimana dalam usaha padat karya memerlukan upaya fisik dengan jumlah yang besar atau sebagian besar proses produksi masih menggunakan tenaga manusia. Biaya operasional yang dikeluarkan dalam proses produksi tergolong besar bahkan lebih besar dari modal yang dimiliki oleh para pelaku UMKM.
Besarnya biaya operasional membuat beberapa pelaku UMKM ingin meminjam dana dari Bank, namun mereka tak memiliki jaminan/agunan. Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses Pembiayaan UMKM kepada Perbankan dengan pola penjaminan, melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan pembiayaan dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Penjaminan KUR tersebut diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM dan Koperasi (UMKM-K) pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.[footnoteRef:3] [3: Naura Nisrina P. Dkk, Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Tanpa Jaminan Berdasarkan Permenko Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kur (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Pasar Tugu Cabang Tanjung Karang Bandar Lampung), Jurnal Pactum Law, Vol. 2, No. 02, (2019), hlm. 636. ] 

Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersumber dari perbankan, sementara pemerintah berperan memberikan penjaminan terhadap risiko kredit macet. Pemerintah memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN (PT Askrindo dan PT Jamkrindo) yang ditugaskan sebagai penjamin KUR yang macet. Presiden SBY menargetkan dalam lima tahun (2009-2014) harus dapat menyalurkan dana KUR sebanyak Rp 100 triliun atau Rp 20 triliun per tahun. Program ini menjangkau usaha mikro dan sangat mikro yang tidak bankable, terutama dari sisi agunan (collateral).[footnoteRef:4] [4: Damanik D, Prudential Banking Principles Dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah, Jurnal Notarius, Vol. 12, No. 2, (2019), hlm. 718.] 

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKMyang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan Penyalur KUR.[footnoteRef:5] [5: Basar Purba, Wiwik Sri Widiarty, Tatok Sudjiarto, Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Pada Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN PTK), Jurnal Innovative, Vol. 3, No. 5, (2023), hlm. 8507.] 

Penyaluran dana KUR merupakan salah satu program strategis pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mikro, kecil, dan menengah. Dana KUR dirancang sebagai fasilitas pembiayaan yang memberikan kemudahan akses modal bagi pelaku usaha yang layak namun belum bankable, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional. Namun, dalam pelaksanaannya, penyaluran dana KUR tidak luput dari berbagai masalah, termasuk kasus korupsi yang merugikan negara dan menghambat tujuan program tersebut.[footnoteRef:6] [6: Vani Mardayani dan Dela Sapna Jaya, Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat, Jurnal JIIC, Vol. 2, No. 5, (2025), hlm. 7904.] 

Dengan adanya kredit usaha rakyat dapat dijadikan sebagai modus operandi baru dalam tindak pidana korupsi. Seperti contoh dalam harian online baru-baru ini yang diberitakan Pegawai Bank BUMN di Denpasar Dituntut 5 Tahun Penjara, Korupsi KUR Fiktif Rp. 697,8 Juta. Selain itu, Terdakwa Roby Roy Frandana, S.Sos terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1150 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 2 Juni 2020. Kasus yang lain Penyidik Kejati DKI Jakarta menangkap Hasan yang menjadi buronan kasus korupsi penyaluran fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur Cabang Pembantu Wolter Mongonsidi Jakarta. Hasan yang sejak 2018 masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) ditangkap petugas di Cengkareng Timur, Jakarta Barat pada Selasa, 31 Agustus 2021.[footnoteRef:7] [7: Rifai A., Hakim P.H.O. Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, (2021), hlm. 31.] 

Kasus korupsi dana KUR ini menjadi peringatan penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran kredit, terutama lembaga perbankan dan aparat pengawas. Penyaluran dana yang tidak transparan dan tidak akuntabel dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan, evaluasi prosedur penyaluran, serta edukasi bagi pelaku usaha dan petugas bank sangat diperlukan.[footnoteRef:8] [8: Vani Mardayani dan Dela Sapna Jaya, Op.Cit., hlm. 7905. ] 

Berkaitan dengan kasus korupsi dalam lingkungan perbankan, terdapat sebuah kasus yang cukup menarik minat peneliti tentang bagaimana proses hukum terhadap pejabat seksi pemasaran yang konsen terhadap pengujian secara hati-hati atas kelayakan permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn. Berdasarkan duduk perkara kasus tersebut diketahui bahwa terdakwa atas nama Zainur Rusdi pada tahun 2013 menerima sebuah permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari nasabah Bank Sumut atas nama Selamet dengan plafond kredit sebesar Rp. 500.000.000 dengan agunan kredit sebidang tanah dan bangunan di atasnya yaitu SHM 229. Terdakwa Zainur Rusdi selaku Pimpinan Seksi Pemasaran juga merupakan salah satu anggota Kelompok Pemutus Kredit (KPK) yang bertugas untuk menguji kelayakan pemberian KUR. Dalam penilaiannya terdakwa Zainur Rusdi bahwa permohonan kredit KUR dari nasabah Selamet sudah layak berdasarkan Surat Analisa Pendahuluan Nomor 093/KC-23/PM-L/2013 dengan ketentuan nasabah Selamet sejak bulan pertama hanya membayar bunga kredit saja, dan pelunasan kredit secara keseluruhan dilakukan pada angsuran bulan terakhir pada tahun 2014. Setelah pemberian dana KUR tersebut dicairkan, nasabah Selamet tetap membayar bunga kredit sampai pada angsuran bulan terakhir pada tahun 2014, namun untuk pelunasan utang pokok pinjaman sebesar 500.000.000 tidak ada dilakukan karena tidak memiliki uang atau kredit macet.
Atas ketidakmampuan nasabah Selamet membayar utang pokok pinjaman tersebut, terdakwa Zainur Rusdi menyarankan nasabah Selamet untuk memperbaharui pinjaman dana KUR untuk tahun 2014 sampai 2015 dengan ketentuan yang sama, yaitu pada bulan pertama nasabah hanya membayar bunga pinjaman saja sampai pada angsuran bulan terakhir pada tahun 2015 nasabah Selamet harus membayar lunas seluruh pinjamannya. Pada kenyataannya, pada angsuran bulan terakhir pinjaman dana KUR tahun 2015, nasabah Selamet juga tetap tidak mampu untuk melunasi utangnya. Dan kembali terdakwa Zainur Rusdi menawarkan solusi kepada nasabah Selamet dengan mengajukan kredit yang baru dengan nilai sebesar Rp. 750.000.000 dengan agunan dua surat SHM, yaitu SHM Nomor 229 dan SHM Nomor 435. Berdasarkan tuntutan jaksa, nasabah Selamet mengajukan kredit KUR sebesar 750.000.000 adalah untuk menambah modal usaha ternak ayamnya, namun kenyataannya, uang tersebut dipergunakan untuk melunasi pinjaman KUR yang macet tahun 2015 sebesar 500.000.000. Sedangkan sisanya 250.000.000 dipergunakan untuk membeli tanah SHM 435. Jaksa menilai terdakwa Zainur Rusdi telah melakukan perbuatan korupsi karena mengabulkan permohonan kredit nasabah Selamet dengan tidak berdasarkan SOP Bank Sumut, yaitu seharusnya agunan SHM Nomor 435 terlebih dahulu diserahkan kepada Bank barulah dana Pinjaman KUR dicairkan, namun pada faktanya SOP tersebut tidak dilakukan, yaitu nasabah Selamet menerima dana KUR sebesar 750 juta terlebih dahulu, baru membeli tanah SHM Nomor 435 yang kemudian diserahkan kepada Bank Sumut sebagai agunan kreditnya. Pada akhirnya, nasabah Selamet tidak mampu membayar dana pinjaman KUR tersebut hingga perkara ini disidangkan. Oleh karena peristiwa tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 1.332.585.554 (satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh empat juta rupiah).
Berdasarkan kronologis kasus tersebut akhirnya majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Zainur Rusdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair, dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
Berdasarkan kasus di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pemidanaan terhadap Pimpinan Seksi Pemasaran karena mengabulkan permohonan kredit nasabah tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedu (SOP) yang menyebabkan kerugian negara. Analisis penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa yang disengaja, yang merupakan salah satu unsur utama tindak pidana korupsi. Pelanggaran SOP yang disengaja, seperti menyetujui kredit dengan data fiktif atau tanpa analisis kelayakan yang benar, yang menjadi bukti kunci dalam kasus tersebut. Anaisis penelitian ini juga akan mengkaji tentang perhitungan kerugian negara secara akurat untuk proses penuntutan dan pengembalian aset. Analisis juga akan dilakukan terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit untuk meminimalisir risiko kredit macet. Analisis kasus korupsi ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsi kehati-hatian tersebut dan menyoroti konsekuensi hukum jika diabaikan. Secara ringkas, analisis ini sangat penting untuk memastikan akuntabilitas, dan menegakkan supremasi hukum dalam pemberantasan korupsi di sektor perbankan.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pemidanaan terhadap Pimpinan Seksi Pemasaran Bank Sumut yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari penjabaran latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapan unsur tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit yang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur Perbankan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn?
2. Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pimpinan Seksi Pemasaran sehingga dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn?
3. Bagaimana pemidanaan terhadap Pimpinan Seksi Pemasaran Bank Sumut yang melakukan tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui penerapan unsur tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit yang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur Perbankan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn.
2. Untuk mengetahui bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pimpinan Seksi Pemasaran sehingga dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn.
3. Untuk mengetahui pemidanaan terhadap Pimpinan Seksi Pemasaran Bank Sumut yang melakukan tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn.
D. Manfaat  Penelitian
Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum perbankan terkait penanganan kasus korupsi di sektor perkreditan., doktrin hukum pidana, memperjelas batasan tindak pidana perbankan dan korupsi serta perumusan teori pertanggungjawaban pidana.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penegak hukum, proses peradilan dalam mengidentifikasi unsur tindak pidana, penetapan tanggung jawab pidana, pengungkapan modus operandi tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit.
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